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	Indonesia berupaya untuk meningkatkan perekonomian termasuk di bidang investasi, salah satu caranya yaitu dengan memperbaiki kebijakan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara yang saat ini berlaku yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, namun kebijakan tersebut dianggap terlalu sentralistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisa terkait dengan kebijakan perizinanan dalam Undang-undang Mineral Dan Batubara dalam konsep pembagian kewenangan. Hasil penelitian menampilkan bahwa pada ketentuan perundang-undangan, pemerintah pusat mempunyai wewenang memberikan izin dalam pertambangan mineral dan batubara, sedangkan pemerintah daerah dapat memperoleh wewenang melalui pendelegasian dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut cenderung bersifat sentralistis, padahal Negara Indonesia menganut asas desentralisasi. Kebijakan ini perlu untuk perhatikan content of policy dan context of implementation dalam mengimplementaikannya. Kebijakan Pemerintah harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang dipegang negara, serta menampilkan kombinasi (top-down dan bottom-up), keseimbangan dan integrasi dalam membangun kebijakan yang baik.
Abstract

	
	Indonesia seeks to improve the economy, including in the investment sector. One way is by improves licensing policies in the Mineral and Coal Mining sector. The Mineral dan Coal Mining Licensing Policy is currently in effect is Law Number 3 of 2020, but the Policy is considered overly centralized. This study uses a normative approach to analyze related licensing policies in minerals and coal in the concept of authority law. The Result of this study shows that under the provision of the law, the central government has authority to grant mineral and coal mining permits, While the local government can obtain jurisdiction through delegation from the central government. Licensing Policies for mineral and coal mining tend to be centralized, even though the State of Indonesia adheres to the principle of decentralization. Government policies must be by the values held by the states and display a combination (top-down and bottom-up), balance, and integration in building good policies.


A. Pendahuluan 
Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Negara, salah satunya yaitu dengan meningkatkan minat investasi termasuk investasi pada pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Investasi disektor pertambangan mineral dan Batubara terdapat persoalan terkait dengan tata kelolanya masih kurang baik, sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan revisi terhadap kebijakan pertambangan mineral dan barubara untuk perbaikan tata kelolanya yang memiiki sistem birokrasi yang rumit. 
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk perbaikan sistem pengelolaan tersebut termasuk perbaikan terhadap kebijakan perizianan pada sektor pertambangan mineral dan batubara.
Mineral dan Batubara menjadi salah satu sumber kekayaan alam Negara Indonesia yang diproduksi untuk mensejahterakan dan untuk memakmurkan rakyat Indonesia kemudian meningkatkan perekonomian Negara sehingga dalam pembuatan kebijakannya-pun harus sesuai dengan nilai-nilai yang dipenggang oleh Negara Indonesia. Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memegang asas desentralisasi, Desentralisasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU/23/2014) merupakan suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah otonom yang berdasarkan pada Asas Otonomi. 
 Kebijakan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan salah satu bagian dari adanya asas desentralisasi. Adanya kebijakan Asas Desentralisasi tidaklah menghilangkan peran pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaran pemerintahan umum yang dilakukan didaerah, 
 sehingga dalam penerapan kebijakan perizinan yang berasaskan desentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Pada kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU/3/2020) dalam ketentuannya bersifat lebih sentralistik. Suatu kebijakan yang terlalu sentralistik dikahawatirkan akan merubah sistem Negara yang menganut asas desentralisasi menjadi resentralisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu wewenang berkaitan dengan urusan daerah tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Daerah karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah Daerah, sehingga perlu untuk melakukan pengakajian konsep pembagian wewenang seperti apakah yang paling ideal untuk diterapkan. 
Pada penelitian ini adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti yakni 1) Bagaimanakah kebijakan Perizinan pada sektor mineral dan batubara dijalankan? ; dan 2) bagaimana implementasi Pembagian Wewenang dalam Kebijakan Perizina n Pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara?
B. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian hukum dengan menggunakan perspektif internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya. 
 Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa hasil dari karya ilmiah sarjana, hasil dari penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier. 

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Perizinan pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat kemudian membuat berbagai kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan investasi dalam rangka perbaikan ekonomi termasuk investasi yang berhubungan dengan Pertambangan Mineral dan Batubara. Indonesia masih membuka lebar kesempatan berinvestasi pada pertambangan mineral dan batubara, hal ini dapat dilihat pada Realisasi investasi di quartal 1 tahun 2021 pada investasi langsung domestik disektor pertambangan mencapai $ 4,887.8 B dengan 648 proyek, sedangkan untuk investasi asing langsung pada sektor pertambangan $ 508.8 B dengan 274 proyek. 
 Pada realisasi investasi tersebut dapat dilihat bahwa investasi di bidang tambang di Negara Indonesia masih tinggi dan jumlah investasinyapun tidak sedikit. Akibat tingginya nilai investasi dalam sektor pertambangan termasuk yang berhubungan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) maka sudah seharusnya pemerintah memperhatikan efisiensi dari kebijakan pertambangan Minerba.

Negara Indonesia berusaha meningkatkan investasi, namun terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan investor perlu untuk berpikir dua kali ketika ingin berinvestasi di Indonesia. World Bank menyatakan terdapat persoalan yang memberikan dampak bagi kondisi investasi yang tidak mendukung yaitu seperti aturan yang tidak teratur dan proses impor yang sulit. Kodisi tersebutlah yang membuat investor tidak ingin menanamkan modalnya di Negara Indonesia. 
 Di Indonesia terdapat banyak investasi pertambangan yang mempunyai masalah yang diakibatkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan suatu aturan yang berhubungan dengan batas wewenang hubungan antar pemerintah pusat dan daerah dan kewajiban investor. 
 Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah peraturan yang tumpang tindih salah satunya dengan cara perbaikan kondisi investasi dalam perizinan Pertambangan Minerba. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalaan investasi yakni pemerintah mencoba melakukan debirokratisasi dan devolusi dalam investasi termasuk pada perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara.
Suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi dari nilai-nilai hidup dimasyarakat Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan Perizinan dan Pengawasan pada sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Batubara merupakan sumber energi andalan yang digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik, alasanya adalah biaya yang perlu untuk dikeluarkan untuk memproduksi listrik lebih murah. Pada kegiatan pertambangan, persoalan lingkungan harus menjadi prioritas Perintah sebagai akibat dari penggunaan batubara yaitu dengan melakukan peningatan terhadap efisiensi pembangkit listrik. 

Kebijakan mengenai Pertambangan Minerba dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU/4/2009), yang kemudian dirubah pada UU/3/2020, perubahan dalam ketentuan perundangan tersebut secara garis besar mengenai transisi perizinan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Minerba kemudiaan dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan ketentuan dalam pertambangan mineral dan batubara tidak berjalan dengan mulus, banyak pihak-pihak yang menolak keberadan undang-undang minerba yang baru karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, meskipun kebijakan mengenai Per-tambangan Minerba mengalami penolakan berbagai pihak, namum Undang-undang Minerba tetap disahkan.
2. Implementasi Pembagian Wewenang dalam Kebijakan Perizinan pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara

a. Asas Desentralisasi dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia sebagai Negara Demokrasi, menggunakan asas desentralisasi dalam menentukan kebijakan yang diambilnya. Berdasarkan UU/4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan juga Otonomi Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut serta dalam pengelolaan pertambangan Minerba yang diimplementasikan dengan berdasarkan pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan juga efisiensi. 

Pada konsep Desentralisasi terjadinya pendelegasian dari tanggungjawab yang terdapat pada Pemerintahan yang berada pada tingkat pusat kepada pemerintahan tingkat daerah, apabila dilihat dari perspektif kekuasaan maka disebut sebagai pembagian kekuasaan secara vartikal atau areal division of power yaitu menempatkan tanggung jawab dari sebagian kekusaan pada pemerintah daerah. 
 Pada konsep pembagian kewenangan dalam pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan pada UU/3/2020, Pemerintah Pusat memiliki wewenang terkait perizinan Pertambangan Minerba. Menurut Pasal 35 ayat 4 Pemerintah Pusat bisa mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dengan pemberian Perizinan berusaha yaitu a) nomor induk berusaha; b) sertifikat standar; dan/atau c) izin kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 
 pada istilah delegasi yang digunakan pada peralihan kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki makna dengan mekanisme desentralisasi terjadi penyerahan kewenangan pada daerah provinsi yang merupakan daerah otonom, terdapat tugas pembantuan yang diserahkan pada pihak pemerintah daerah, dan adanya pelimpahan pada wakil pemerintah pusat yaitu gubernur dengan menggunakan mekanisme dekonsentrasi. 
 Meskipun Undang- undang Minerba menjamin adanya ketentuan pendelegasian terhadap kewenangan penerbitan perizinan kepada pihak Pemerintah daerah provinsi, namun tidak terdapat ketentuan pendelegasian terhadap pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam UU Minerba Pasal 140. 
 

Terdapat nilai-nilai demokrasi seperti kesamaan, partisipasi, efiseinsi dan diperlukannya pembagian dalam kekuasaan yang merupakan poin penting dalam melaksanakan proses demokrasi dalam kekuasaan desentralisasi yang terjadi pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
 Desentralisasi harus dijalankan sesuai dengan tujuanya, apabila pemerintah tidak siap dalam menjalankan amanah dari undang-undang seperti fungsinya, maka keadaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang kuat untuk terjadinya korupsi di daerah. 
 

b. Asas Sentralisasi dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Minerba dijelaskan bahwa Negara menguasai Minerba untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dilakukan oleh pihak pemerintah pusat yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Minerba. 
 pada ketentuan tersebut dapat dilihat penyelenggaraan terhadap pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan secara sentralistik, pada Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah daerah memiliki wewenang terkait perizinan hanya apabila tugas tersebut didelegasikan pada Pemerintah Daerah. Walaupun pada ketentuan perundang-undangan sendiri terdapat pernyaaan Indonesia adalah Negara yang menerapkan asas desentralisasi, namun dalam faktanya juga terdapat ketentuan yang bersifat sentralistik didalam kebijakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam membuat suatu kebijakan yang bersifat adminitratif suatu kebijakan hendaknya tidak bersifat sepenuhnya desentralistik karena diperlukan adanya keseimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebuah teori sikus pasar memaparkan bahwa Negara mengeluarkan kebijakan pada sektor SDA yang bersifat Tarik ulur yang berkaitan dengan investasi asing, yaitu melakukan upaya yang berbeda saat harga mengalami penurunan ataupun saat harga sedang tinggi. Upaya tersebut lebih efisien bila pemerintah pusat yang melakukannya. 
 Bagi pelaku usaha atau investor revisi terhadap UU Minerba merupakan hal yang baik, karena regulasi pertambangan Minerba akan menjadi lebih luwes, sehingga dapat terwujudnya tujuan pemerintah dalam membangun iklim investasi. 

c. Permasalahan dalam Pembagian Kewenangan pada Perizinan Pertambangan Minerba

Pada perundang-undangan mineral dan batubara nampaknya sentralisasi menjadi lebih dominan, hal ini tentu menjadi suatu yang patut untuk dikhawatirkan karena me-mungkinkan akan terjadinya pemusatan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Permasalahan yang dapat muncul akibat dari lebih dominannya wewenang Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah terkait dengan perizinaan dan pengawasan pada Kegiataan Pertambangan Minerba yang berakibat pada disharmonisasi peraturan yang ditetapkan. Wewenang yang semestinya lebih banyak dipegang Pemerintah Daerah malah sebaliknya lebih banyak dipegang oleh Pemerintah Pusat akan cendrung menimbulkan Resentralisasi. Perubahan tersebut tentu akan merubah tatanan Negara pula karena meminimalisasikan kewenangan daerah akan membatasi ruang gerak permerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.

Sentralisasi yang dilakukan untuk debirokratisasi usaha pertambangan dikhawatirkan akan berdampak besar untuk kerusakan terhadap lingkungan dikarenakan aktivitas pertambangan, hasil 0,5% yang diberikan pada pihak pemerintahan tidaklah sesuai dengan kerusakan yang didapat. 
 Debirokratisasi perizinan dalam undang undang mineral dan batubara berkaitan dengan pecabutan kontrolisasi produksi dan ekspor yang sebelumnya pemerintah diharuskan untuk berkonsultasi dengan DPR. Kemudian penghapusan terhadap konsep dualisme IUP di wilayah tempat ekplorasi dan operasi. 
 Disamping itu Terjadinya penarikan otoritas dari urusan pemerintah daerah ke urusan pemerintah provinsi. Selain dari alasan ekonomi atau ekternalitas, ekonomi atau efisiensi dan kapasitas dari sebagian Pemda. Menurut perspektif otonomi kondisi ini adalah redensi fundamental yang akan berpotensi mengarah pada resentalisasi parsial atau juga dapat disebut mikro resentralisasi. 
 Apabila Resentralisasi terhadap kebijakan pertambangan mineral dan barubara digunakan sebagai tujuan untuk memperbaiki sistem investasi di Indonesia, Maka pemerintah perlu untuk melakukan peramalan terkait besaran resiko yang dihadapi oleh pemerintah akibat dari kebijakan yang disahkan tersebut. Terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan Putusan MK No.10/PPU-X/2012 akan berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup akibat dari sentralisasi kewenangan penyelenggaran pertambangan termasuk yang berhubungan dengan perizinan. 

Memangkas perizinan merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi namun tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan terhadap Investasi pada sektor pertambangan Minerba. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melindungi Pengelolaan SDA tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, namun pada realitanya munculnya permasalahan berkaitan dengan tata Negara Indonesia yang muncul akibat aturan yang tumpang tindih 
 termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sering terjadi konflik yang berkiatan dengan Tarik-menarik wewenang diantara dua pemerintahan yang berhubngan dengan besaran kontribusi pertambangan dengan keuntungan ekonomi setiap wilayah. Sifat dalam penyelesaian permasalahan yang digunakan yaitu egoisme. 
 Sifat egois dari pemerintah baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah akan menimbukan kesenjangan terhadap peraturan yang seharus-nya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Kesenjangan dalam peraturan tersebut dapat berbentuk ketidaktepaduan kebijakan perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terjadinya ketidakter-paduan peraturan dalam pembentukan kebijakan baik dari aspek horizontal maupun vartikal, hal ini akan cenderung menimbukan kebingunan pada masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada usaha pertambangan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah kemudian masyarakat dengan perusahan menjadi dua perselisihan yang rentan terjadi. 
 Ketika dalam proses penyelesaian konflik tersebut jauh dari pembuat kebijakannya, maka akan memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya diakibatkan oleh peran terbatas pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tersebut. Terbatasnya peran pemerintah daerah pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat menghadirkan berbagai permasalahan, karena relasi yang dibangun antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah alam otonomi daerah memiliki tujuan agar pengambilan keputusan berada dekat dalam pembuatan kebijakan publik. 
 Pada peralihan kewenangan dalam perizinan pertambangan menimbulkan suatu per-masalahan yaitu seperti praktek pengeolahan mineral dan batubara yang lambat yang merupakan dampak dari ketidakpastian dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengalihan wewenang. 
 Akibat dari ekternalitas yang negatif, gubernur memerlukan waktu yang lama untuk melakukan peninjauan dan menentukan solusinya. Berbeda apabila pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai kewenangan penguasaan pada sektor Pertambangan Minerba. 

d. Keterpaduan Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada ketentuan UU/23/ 2014 kewenangan yang terdapat dalam sektor petambangan adalah kewenangan yang bersifat konkuren yaitu pemerintah dan juga pemerintah daerah provinsi melakukan kewenangan secara bersama. Kesalahan cara memahami akan berakibat pada pengelolaan di sektor pertambangan minerba yang pengelolalan perizinan dan pengawasannya tidak teratur, dan kerusakan lingkungan. 
 Perubahan pemegang wewenang perizinan dan pengawasan dalam pertambangan Minerba dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tentu akan menimbulkan persoalan karena ketidaksesuaiannya dengan konsep asas desentralisasi yang dipegang oleh Negara Indonesia. Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Minerba yang baik membutuhkkan keseimbangan dan integrasi sehingga aturan tersebut diharapkan dapat membawa hasil yang baik dalam dunia investasi.

Perizinan yang efisien dan sederhana mungkin dapat tercapai melalui kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayan Terpadu Satu Pintu, namun, hal ini menjadi sangat tidak efisien jika tidak adanya keterlibaan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dalam penanganan dampak negatif dari kriteria ekternalitas. 
 Perubahan pada Pasal 4 ayat 2 UU/4/2009 secara langsung memberikan dampak yaitu pemerintah daerah tidak mempunyai hak lagi melaksanakan kewenangan pada bidang Minerba, hak tersebut akan tersentralisasi kepada pemerintah pusat. 
Sentralisasi dalam Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari mengingat pemerintah terus mendorong untuk meningkatkan investasi pada sektor pertambangan salah satunya dengan cara penyederhanaan perizinan. Namun kebijakan yang terlalu sentralistik tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Indonesia.
Pada konteks NKRI antara pemerintah Pusat dan Daerah mempuyai persepsi yang berbeda terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang membuat kedua seakan jalan sendiri yang harusnya keduabelah pihak bisa menciptakan sinergitas sebagai unsur penting dalam bernegara, 
 selain dari itu urgensi dalam meningkatkan investasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mendisharmonisasikan peraturan pertambangan terkait Minerba. 

Menurut teori Grindle yang dikutip dari buku Strategi Kebijakan Perizinan Terpadu yang ditulis oleh Ade Irawan implementasi publik yakni content of policy (didasarkan pada isi dari kebijakan yang telah dihasilkan) dan context of implementation (keadaan dari lingkungan yang mewarnai suatu kebijakan) merupakan penentu dari berhasilnya kebijakan publik. 
 Pada kebijakan perizinan dalam Pertambangan Minerba perlu untuk mem-perhatikan content of policy dan juga context of implementation dalam meng-implementasikan suatu kebijakan guna memaksimalkan tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat harus tetap mengutamakan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar. Suatu kebijakan yang berfungsi dengan efektif dalam implementasinya adalah adanya kombinasi dalam meng-implementasikan kebijakan publik yang mempunyai sifat partisipatif yaitu top-down dan bottom-up. 
 Pada persoalan Pertambangan Minerba seharusnya pembahasan terkait dengan perizinan maupun mengawasan tidak hanya dari pihak pemerintah ke pemerintah daerah tetapi terdapat juga dari pemerintah daerah ke pemerintah, hal ini guna menjamin adanya intraksi positif antar aktor yang memiliki kepentingan dalam kebijakan Minerba.
D. Penutup

Indonesia berupaya untuk menciptakan kesejahteraan umum, salah satunya yaitu dengan membuat kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan investasi sehingga dapat memperbaiki perekonomian Negara, kebijakan tersebut salah satunya yaitu terkait dengan perizinan dan pengawasan pada sektor mineral dan batubara, namun Negara Indonesia memiliki permasalahan terkait dengan Investasi seperti aturan yang tidak teratur dan proses impor yang sulit. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah peraturan yang tidak teratur salah satunya dengan cara perbaikan kondisi investasi dalam perizinan pertambangan Minerba. Indonesia sebagai Negara Demokrasi, menggunakan asas desentralisasi dalam menentukan kebijakan yang diambilnya. Berdasarkan pada UU/3/2020 Pemerintah Pusat bisa mendelegasikan kewenagan terkait perizinan berusahan pada pemerintah daerah. Walaupun Negara Indonesia menganut asas desentralisasi, namun dalam faktanya juga terdapat ketentuan yang bersifat sentralistik didalam kebijakan tersebut. Permasalahan yang dapat muncul akibat dari lebih dominannya wewenang Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah terkait dengan perizinaan dan pengawasan pada Kegiatan Pertambangan Minerba yang berakibat pada disharmonisasi peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan pada teori Grindle maka suatu kebijakan pada perizinan investasi perlu untuk perhatikan content of policy dan juga context of implementation dalam mengimplementasikan suatu kebijakan guna me-maksimalkan tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat. Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Minerba yang baik membutuhkkan ke-seimbangan dan integrasi sehingga aturan tersebut diharapkan dapat membawa hasil yang baik dalam dunia investasi. Pada persoalan Pertambangan Minerba seharusnya pembahasan terkait dengan perizinan maupun mengawasan tidak hanya dari pihak pemerintah ke pemerintah daerah tetapi terdapat juga dari pemerintah daerah ke pemerintah.
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